SALINAN

A
W
& l#»mﬁ
HEK A TINGLK,
HFIRES

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH

PROVINSI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan

dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bali agar efektif, efisien, terbuka,
transparan, akuntabel, dan bersih, perlu dilakukan
pengendalian penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah Provinsi, sesuai dengan Visi
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui
Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali
Era Baru;

. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi
Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022,
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1433);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA  SATUAN PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2022.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Provinsi Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 21 Desember 2022
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

NIP. 19691010 199703 1 012
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